
BUPATI  KAPUAS  HULU 
                                                                                                                             

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 

NOMOR     21      TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KAPUAS HULU, 

 

 Menimbang  

 

 

: bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Petunjuk Taknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang 
Pendidikan Tahun Anggaran 2013, maka daerah dapat melakukan perubahan Program dan Kegiatan terkait 
dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 dengan terlebih dahulu melakukan 

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam 
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggarq 2013; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
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  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan  Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang tentang perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65  Tahun 2005 tentang Pedoman  Penyusunan dan Penerapan  Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembara Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30  Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang HibaH Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagaimana 

telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013  tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013; 

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru 

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan 

Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor  10 Tahun  2009  tentang Pokok–Pokok  Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor  10  Tahun  2012  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013; 

32. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42/BPKAD/2013 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013; 

 

       



 5 

 
 

 MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan   :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 39 
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA   DAERAH  TAHUN 
ANGGARAN 2013. 

 
Pasal I  

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Tahun Anggaran 2012 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal  1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 mengalami perubahan semula berjumlah  
Rp.1.029.977.220.152,00  bertambah sebesar Rp.73.539.056.336,00  sehingga menjadi sebesar Rp.1.103.516.276.488,00 
dengan rincian sebagai berikut  : 

1. Pendapatan Daerah : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah    Rp.    27.952.200.000,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah     Rp.  948.492.635.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah  Rp.    84.269.056.336,00 

                Rp. 1.060.713.891.336,00 
   

2. Belanja  

a. Belanja  tidak langsung  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf  a  terdiri dari jenis belanja  :       Rp. 390.320.718.268,00 

1). Belanja pegawai sejumlah     Rp.  390.320.718.268,00 
2). Belanja bunga sejumlah     Rp.                          0,00 

3). Belanja subsidi sejumlah     Rp.                           0,00 
4). Belanja hibah sejumlah     Rp.    20.661.500.000,00 
5). Belanja bantuan sosial sejumlah    Rp.      2.378.405.300,00 

6). Belanja bagi hasil  sejumlah    Rp.                          0,00 
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7). Belanja bantuan keuangan  sejumlah   Rp.    76.319.042.500,00 
8). Belanja tidak terduga sejumlah    Rp.      3.000.000.000,00 

             Rp. 492.679.666.068,00 
 

b. Belanja langsung sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf  b  terdiri dari jenis belanja :  

1). Belanja pegawai sejumlah     Rp.    30.863.512.900,00 
2). Belanja barang dan jasa sejumlah    Rp.  235.889.955.900,00 
3). Belanja modal  sejumlah     Rp.  334.083.141.620,00 

             Rp. 600.836.610.420,00 
      Surplus/(Defisit)       Rp.  (32.802.385.152,00) 

 

3.    Pembiayaan : 

a. Penerimaan       Rp.   42.802.385.152,00 

b. Pengeluaran       Rp.   10.000.000.000,00 

      Jumlah Pembiayaan Neto     Rp.      32.802.385.152,00(-) 

     Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.                            0,00   

 

Pasal  2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I  yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  3 

Penjabaran APBD bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal  4 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dijadikan dasar 

pelaksanaan anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 

Anggaran 2012. 

Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini  dengan penempatannya dalam 

Berita  Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Putussibau 

pada tanggal 26 Agustus 2013 

BUPATI KAPUAS HULU, 

TTD 

                                   

A.M. NASIR 

Diundangkan di Putussibau 
pada tanggal 27 Agustus 2013 
 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 
 
 TTD 

 
              YOHANA ENDANG 

 
 

BERITA  DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  2013  

NOMOR  299 


